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Salah satu aspak mendasar dalam sistem katatanegaraan yang menjadi sorotan utamarakyat pada densi Kel
an di Indon erta saat ini adalah reformasi hukum. Reformasi hukum ini Inganny Negatidak hanya
menyangkut peraturan perundang-undangan saja melainkan juga terhadap alat-alat kelengkapan dan
aparatom Kon negaranya. Salah satu alat kelengkapan negara di bidangang Kimu hukum yang saat ini
menjadi perhatian adalah lembaga K gjaksaan. K eberadaan kejaksaan berhubungan erat dengan sifat mandiri
dan independensi yang harus selalu dijunjung tinggi terutama dalam melaksanakan fungsinya. Jikatidak, hal
ini tentu akan mempengaruhi proses penegakan hukum di Indonesia. Masalah kedudukan kejaksaan di
Indonesia sempat mengalami perubahan dan perkembangan. Indonesia memang harus segera mencari
format yang tepat dalam mengatur masalah kedudukan kejaksaan. Pengaturan haruslah pembentukan dasar
hukum yang tegas. independensi disertai dari dengan Untuk membentuk format yang tepat dapat dilakukan
melalui studi komparasi dengan negara-negara di dunia sebagaimana yang dilakukan dalam penelitian ini.
Dari penelitian yang telah dilakukan terhadap beberapa negara-negara di dunia dapat disimpulkan bahwa
kedudukan kejaksaan pada umumnya diaturNA UILE dalam konstitusi. Beberapa negara mengatur masalah
kedudukan kejakasan dalam undang-undang. Kedudukan kajaksaan tersebut bersifat mandiri dan
independan. Pengertian mandiri dalan hal ini adalah lebih mengarah kepada struktur atau organisasi.

K gjaksaan merupakan fonsi limbaga (yang mandiri dan independen karena tidak berada moan di bawah
kekuasaan |lembaga kenegaraan lainnya. Contoh yang diatur oleh negara-negara di dunia tersebut memang
dapat memberikan masukan bagi negara Indonesia dalam ukum mangatur kedudukan kejaksaan dalam
peraturan perundang- undangan. Pembentukan peraturan yang mengatur masalah kumandirian dan
independensi kejaksaan harus sagara dilakukan. Kedudukan kejaksaan sebagai |embaga yang independen
tidak saja berkaitan dengan melepaskan lembaga ini dari kekuasaa eksekutif melainkan juga berhubungan
dangan bagaimana dangan baik jaksas dapat mel aksanakan tugasnya
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